SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 551.1/435 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN

Menimbang

Mengingat

KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

bahwa berdasarkan Pasal 208 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, upaya
membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan
melalui pemberian penghargaan terhadap tindakan
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan;

bahwa sehubungan dengan Pemerintah Kota Semarang
bermaksud memberikan penghargaan kepada Abdi Yasa
Teladan Kota Semarang, maka perlu membentuk Panitia
Pelaksana Pemilihan Abdi Yasa Teladan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Abdi Yasa
Teladan Kota Semarang;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444) ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia;Tahun 2009, Nomor 49 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3097);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6642);

10.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 140);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12.Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kedudukan Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Abdi Yasa Teladan
Kota Semarang.

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

Melaksanakan tahapan Administrasi;

Menyiapkan Tim Penilai dan Narasumber;

Melaksanakan tahapan kriteria penilaian;

Menyiapkan usulan penetapan pemenang berdasarkan
berita acara penilaian;

e. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

fao o

Dalam Melaksanakan Tugas, Panitia Pelaksana sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan
melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Mei 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd
HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
Inspektur Kota Semarang;

Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
Anggota Panita vang bersangkutan.

ARl

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

: g,li!

Pembina Ting’kat |
NIP. 196710231994012001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR  551.1/435 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA

PEMILIHAN ABDI
KOTA SEMARANG

YASA TELADAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN ABDI YASA

TELADAN KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN
NO NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI DALAM
KEPANITIAAN

1. | Wali Kota Semarang Pengarah

2. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Penanggungjawab

3. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang Ketua
Kepala Bi Angk Di Perh

4 epala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Wakil Ketua
Kota Semarang

5 Képala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek pada Sekretaris
Dinas Perhubungan Kota Semarang

6. | Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang Anggota

7. | Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Semarang Anggota
Ketua Dewan Perwakilan Cabang Organda Kota

8. Anggota
Semarang
Sub Koordinator Angkutan Orang Tidak Dalam

9. ) Anggota
Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Semarang
Siti Rochima, S.Akun

10. | (Pemeriksa Keselamatan Darat pada Dinas Anggota
Perhubungan Kota Semarang)
Anton Yuniarto, SE

11. | (Staf pada Bidang Angkutan pada Dinas Anggota
Perhubungan Kota Semarang)
Odik Puryanto

12 | (Staf pada Bidang Angkutan pada Dinas Anggota

Perhubungan Kota Semarang)

WALI KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ALl

O &
Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Pembina Tingkat |

NIP. 196710231994012001
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HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU







